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BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas maka penulis dapat menarik

kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penulisan hukum sebagai

berikut:

1. Peran Kongres Operata Yogyakarta bagi pekerja rumah tangga karena hak-

haknya tidak dipenuhi oleh pemberi kerja dengan menjadi anggota Kongres

Operata Yogyakarta maka pekerja rumah tangga dibantu untuk memperoleh

kembali haknya seperti upah, hak libur, cuti, dan bekerjanya sesuai dengan

standar waktu.

2. Upaya hukum yang dilakukan Kongres Operata Yogyakarta bila terjadi

permasalahan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja yang diutamakan

dengan jalan kekeluargaan atau musyawarah mufakat sedangkan pengadilan

upaya hukum yang terakhir setelah tidak ada jalan lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus secepatnya membuat peraturan undang-undang tentang

pekerja ruamah tangga karena semakin meningkatnya masalah-masalah

Pekerja rumah tangga dengan para pemberi kerja yang melakukan tindakan

sewenang-wenang bahkan hak-haknya tidak dipenuhi
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2. Pemerintah juga membantu pekerja rumah tangga dalam hal anggaran

ataupun pelatihan pelatihan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan

ketrampilan pekerja rumah tangga

3. Sosialisasikan organisasi Kongres Operata Yogyakarta kepada pekerja

rumah tangga agar para pekerja rumah tangga mengetahui manfaat dan

tujuan ikut bergabung di KOY.

4. Para Pemberi kerja harus mengijinkan pekerja untuk bergabung dalam

organisasinya atau serikat pekerja.

5. Para pekerja rumah tangga yang belum ikut bergabung sebaiknya mendaftar

menjadi anggota serikat pekerja yang ada di Kota di mana mereka bekerja.
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